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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasa_l 55;--Peraturan;
.'Pemerzntah Nomor 12 Tahun 20_19f‘tentang Pen el Ie

Standar Akuntans1 Pemermtahan serta kete
2 ayat- 2) Peraturan Menterl Dalam_ Neger1

A Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahu 020
Kode Rekenmg Anggaran Pendapatan dan  Belanj j
Daerah - Provinsi - Kahmantan Barat ’I‘ 1w

2021 . . A NIt

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6) UndanguUndang Da'
Indonema Tahun 1945 - :
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom ' | Provinsi -
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan -
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4285); :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2'00'4 tentang S
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara - Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran’- o
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

Undang-Undang Nomor 15 Tahun -20'0'4 -tentahg B
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negam Repubhk
Indonesia Nomor 4400); B

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan S
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. =~
Daerah (Lembaran ‘Negara Repubhk Indones1a Tahun . -
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk:* o
Indonesia Nomor 4438); - y o

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak..;::_f ; e

Daerah dan Retribusi = Daerah (Lembaran ‘Negara. .

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan"

Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 2009 Nomor:’_{ b
5049); P

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangf"_..:I_'_';?'_-; =
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik o

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran*_is.
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa, kali dan terakmr'_f.j" o .:-:
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun' 2020 tentang :
Cipta Kerja (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Tahun =

2020 Nomor 245, Tambahan’ Lembara_n Negara Repubhk:'-:: o
Indonesia Nomor 6573) e

Standar Akuntansi - Pemerantaha_n (Lembaran Negara'_“'"; S
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, 123; Tambahan"'
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomior 12 Tahun 201‘7 tentang'é f: e

Pembinaan  dan Pengawa,san Penyelengga;, aan:
Pemerintahan Daerah (Lembaran : Negara “Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor ’73 Tambahan Lembaran“'_}.'i._ _
Negara Republik Indonesia Nomor | 6041) R
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ;'2019 tentang |

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi ‘Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur .

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan - Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan' -

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara |
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..

1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 =
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi =~
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur T S

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun . 2020 tentaﬁg T
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Daerah . -
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat
Nomor 5};

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2016 ‘tentang =~ = -
Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah Provinsi == © -
Kalimantan Barat (Lembaran —Daerah = Provinsi = .
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) S
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dan SR o
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 il
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor e
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukarz dan oo

Susunan Perangkat Daerah Provinsi- Kahmantan Barat

{(Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun'-': e :
2021 Nomor 5, Tambahan Lembara.n Daerah Provmsz L :

Kalimantan Barat Nomor 5j;
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20. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode
Rekening . Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah e
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita. =
Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2020 Nomor . R
03); RO

MEMUTUSKAN : ' '
Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN* GUBERNUR
NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING
ANGGARAN = PENDAPATAN. DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 ; L

Pasal I'

Beberapa ketentuan dalam Lamplran Hurnf A Peraturan Gubemur Nomor 93 Tahunf'
2020 Tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan’ Belanj: ja Daerah Pr ovinis
Kalimantan Barat Tahun Anggaran ‘2021 diubah,- ‘sehingga menjadi sebagazman
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tldak terplsahkaz
Peraturan Gubernur ini. : _ S i i

Pasal Ii

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tmlggal dmndangkan o
Agar setlap orang mengetahmnya, ‘memetintahkan’ pengundangan_ _Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan dalam Berlta Daerah Promn31 Kahmantan’ ;_Barat

Datetapkan ch Pontzanak
pada tangga.l

Diundangkan di Pontlanak ;
pada tanggal ¥ Jhdy mem LRI

SEKRETARIS DAERAH
/PROV}NSI KALIMANTAN BARAT, 5»

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4/




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN | AMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN o
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI

NOMENKLATUR PERANGKAT

NO URUSAN KODE ORGANISASI DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1-1 |Pendidikan DINAS PE_NDIDIKAN DAN
1.01 | 2-22 | 0-00 01 KEBUDAYAAN PROVINSI
KALBAR
1-01 | 2-22 | 0-00 o1 0000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

UPT Teknologi Informasi dan
- -22 | 0-00 .
1-01 | 2-2 01 0001 Komunikasi Pendidikan .
1-2 |Kesehatan DINAS KESEHATAN PROVINSI
1.02 | 0-00 | 0-00 01 KALBAR
1-02 | 0-00 | 0-00 02 0000 iDinas Kesehatan
1-02 | 0-00 { 0-00 01 0001 jUPT Pelatihan Kesehatan .
1-02 | 0-00 | 0-00 01 0002 |UPT Lahoratorium Keschatan
1-02 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0003 |UPT Pelayanan Kesehatan Parg
102 | 000 | 0-00| o1 | 0004 UPT Kesehatan Kerja dan .
Kesehatan Masvarakat
UPT Klinik Utama Sungai
Bangkong .
1.02 | 000 | 0-00 02 0000 Rumah Sakit Umum Bae:ah dr _
Soedarso -

1-02 } 0-00 | 0-00 03 0000 |Rurnah Sakit Jiwa Provmsl 0
1-02 | 0-00 | 0-00 04 0000 Rumah Sakit leg Daerah Sungaz.__

1-02 | 0-00 | 0-00 01 0005

Bangkong

1-8 |Pekerjaan Umum dan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN _

Penataan Ruang 1.03 | 2-10 | 0-00 | 01 PENATAAN RUANG PROV’INSI '
KALBAR '

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang - ..

DINAS PERUMAHAN: RAKYAT

1.04 { 000 | 0-00 | O1 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALBAR S

1.04 | 0-00 | 0-00 o1 | 0000 Dinas Perumahan Rakyat dan |
Kawasan Permulkiman - Sl

1-4  |Perumahan Rakyat DINAS PERUMAHAN RAKYAT

1-03 | 2-10 | 0-00 01 0000

dan Kawasan 1.04 | 0-00 | 0-00 | O DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Permukiman |PROVINSI KALBAR = '

1-04 | 0-00 | 000 | 01 | 0000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman i

1-5 [Ketentraman, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ketertiban dan 1-05 | 0-00 | 0-00} 01 PROVINSI KALBAR .
Perlindungan 1-05 | 0-00 } 0-00 01 0000 |Satuan’Polisi Pamong Praja
Masyarakat BADANPENANGGULANGAN

1.05 | 0-00 | 0-00 02 BENCANA DAERAH PROVINSI
KALBAR R -
1-05 | 0-00 | 0-00 o0 0000 Badan Penanggulangan Bencana :
Daerah o
1-6 |Sosial DINAS SOSIAL PROVINSI

1-06 { 0-00 | 0-00 | O1 KALBAR

1-06 | 0-00 | 0-00 01 0000 | Dinas Sosial I
UPT Panti Sosm_l Rehabzhtasx'
Lanjut Usia Mulia Dharrma
UPT Panti Sosial Rehabilitasi . -
Lanjut Usia Mustika Dhatima’
1.06 | 0-00 | 0-00 01 | 0003 |UPT Panti: Sosxal Anak

KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN | - BEKDA
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1-06 | 0-00 | 000 01 0001

1-06 | 0-00 { 0-00 | 01 | 0002




NO URUSAN KODE ORGANISASI

NOMENKLATUR PERANGKAT :
'DAERAH '

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK .BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR :

2-7 |Tenaga Kerja
2-07 | 3-32 | 0-00 01

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI' PROVINSI
KALBAR -

2-07 { 3-32 | 0-00 01 0000

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

2-07 } 3-32 | 0-00 01 0001

UPT Laboratorium Kesehatan
Kerja

2-07 | 3-32 | 0-00 01 | 0002

UPT Lat1han Ker_;a Industri

2-07 | 3-32 | 0-00 01 0003

UPT Latihan Kerja Industri
Entikong '

207 | 3-32 | 0-00 01 0004

UPT Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah I

2-07 | 3-32 | 0-00 01 0005

UPT Pengawasan Ketenagakel 3aan

Wilayah I

2-8 |Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan Anak 2-08 | 0-00 | 000 ] 01

DINAS PEMBERDAYA.AN
PEREMPUAN DAN '
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALBAR

2-08 | 0-00 | 0-00 01 | 0000

Dinas Pemberdayaan Perér.tipuan
dan Perlindungan Analc

2-08 | 60 | 0-00 01 0001

UPT. Perlindungan Perempuan
DanAnak

2-9 |Pangan 2-09 | 000 | 0-00 | O1

DINAS KETAHAN AN PANGAN

2-09 | 0-00 | 0-00 01 0000

Dinas Ketahanan 'Pangsan: -

2-09 | 3-27 | 0-00 | 01

DINAS PANGAN, PERTERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALBAR =

2-09 | 3-27 | 0-00 01 0000

Dinas Pangar;’ Peternakaﬁ da_n .
Kesehatan Hewan ' :

2-10 |Pertanahan 4.01 | 2-10 | 0.00 o1

SEKRETARIAT DAERAH
PROVZ{NSI KALBAR

4-01 1 2-10 1 0-00 | 01 | 0001

Biro Pemerintahan = . .0

2-11 |Lingkungan Hidup 2.11 | 3-28 | 0.00| o1

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN: S
KEHUTANAN PROVINSI KALBAR | -

2-11 § 3-28 | 0-00 01 0000

Dinas angkungan H1dup dan
Kehutanan -

2-12 |Administrasi
Kependudukan dan 2-12 | 2-14 | 000 | 01
Pencatatan Sipil

DINAS KEPENbUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALBAR = -~ .

2-12 | 2-14 | 0-00 01 | 0000

Dinas Kependudukan dan : ..
Pencatatan Sipil - i

2-13 (Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa | 2.13 | 0-00 | 0-00 | O©O1

- |DINAS PEMBERDAYAAN e
|MASYARAKAT DAN' DESA RS
|PROVINSI KALBAR .

2-13 | 000 § 0-00 01 | 0000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat ;_'

dan Desa’

2-14 |Pengendalian
Penduduk dan 2-12 | 2-14 § 0-00 | O1
Keluarga Berencana

DINAS KEPEﬁbUDUKAN DAY
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

|KALBAR

2-12 | 2-14 | 0-00 01 0000

Dinas" Kependudukan dan RETRTs
Pericatatan Sipil - '

2-15 |[Perhubungan 2.15 | 0.00 | 0.00 | o1

| PROVINSI KALBAR ~

DINAS PERHUBUNGAN

2-15 } 0-00 | 0-00 01 OOOO

Dinas Perhubungan .

2-16 |Komunikasi dan
Informatika 2.16 | 2-20 | 2.21 01

DINAS KOMUNIKASI DAN .
INFORMATIKA PROVINSI
KALBAR -

2-16 § 2-20 | 2-21 01 0000

Dinas Komunikasi dan .

Informatika

KARG HURKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN |
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NO URUSAN KODE ORGANISASI NOME“KLATUR PEI“”‘GKAT ¢

2-17 |Koperasi, Usaha Kecil DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
dan Menengah 2-17 1 000 | 0-00 | 01 DAN MENENGAH PROVINSI
KALBAR
217 | 0-00 | 0.00 o1 | 0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecﬂ dan
Menengah
2-17 { 0-00 | 0-00 01 | 0001 |UPT Pelatihan Koperasi
2-18 |Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN
2-18 | 0-00 | 0-00 | O1 PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI KALBAR
Dinas Penanama_u Modal c_ian -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2-18 § 0-00 | 0-00 01 ] 0000

2-19 |Kepemudaan dan DINAS KEPEMUDAAN,"

Olahraga 2-19 | 3-26 | 0-00 01 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALBAR - » -

2-19 | 326 | 0.00| 01 | ooog |Pinas Kepemudaan Oiahraga dan

Pariwisata -

2-20 |Statistik DINAS- KOMUNIKASE DAN
2-16 | 2-20 | 2.21 01 INFORMATIKA PROVIN‘SI
KALBAR .

2.16 | 2.20 | 2.21 o1 0000 Dinas Komun1kas1 dan
Informatika

2.21 |[Persandian ' DINAS KOMUNIKASI DAN
2-16 | 2.20 | 2-21 01 INFORMATIKA PROVINSI
KALBAR : Sl
2.16 | 2.20 | 2.21 o1 o1 Dinas Komumkas; dan S
Iriformatika . ..~ - '

2-22 |Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN DAN
iI-01 | 222 | 0-00| 01 KEBUDAYAAN PRO’VINSI
KALBAR -

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan - _

1.01 | 2-22 1 0-00 01 0002 [ UPT Taman Budaya

1-01 | 2-22 |1 0-00 | 01 | 0003 |UPTMuséuim’

1.01 | 2.22 } 0-00 | 01 0000

- DINAS PERPUSTAKAAN DAN |
- 24 | 0-00 NEe
2-23 | 22 01 KEARSIPAN PROVINSI KALBAR. or

223 | 2.24 | 0.00] 01 | ogog |Pinas Perpusfcakaan dan "
Kearsipan

2-23 |Perpustakaan

DINAS PERPUSTARAAN DAN _
|KEARSIPAN PROVINSI KALBA'R
Dinas Perpustakaan dam ;o -

2-24 |Kearsipan 2.23 ] 2-24 | 000 01

2-23 | 2-24 | 0-00 01 0000

Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILTHAN
3-25 [Kelautan dan : DINAS KELAUTAN DAN S T
. -Go - .. . . . v
Perikanan 3-25 | 0 0-00 01 PERIKANAN PROVINSI' KALBAR '. o o

3-25 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 |Dinas Kelautan dan Perikanan :

3.25 | 0-00 | 0-00 01 0001 UPT Penerapari Mutu Hasil -

Perikanan .

325 | 000 | 0-00| 01 | 0002 UPT Perikanan Budlciaya An‘
Payau dan Laut - -

3-25 | 0-00 | 000 01 0003 UPT Pelabuhan Perzkanan |

3-26 |Pariwisata : DINAS KEPEMUDAAN," :

2-19 | 3-26 | 0-00{ 01 OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALBAR = 00 S

2.19 | 3-26 | 0-00 o1 0000 Dinas Kepemudaan Olahraga cian-f' LR
Pariwisata .

3-27 |Pertanian DINAS PERTANIAN TANAMAN
3-27 { 0-00 | 0-00 01 ; PANGAN DAN HOLTIKULT‘URA
PROVINSI KALBAR @
Dinas Pertanian Tanarnan Pangan'
dan HortikUltura - :

327 | 0-00 | 0-00} 01 | 0000

KARG HUKUM PERANGKAT DAERAH ASISTEN 1 SEKDA
] PEMRAKARSA
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NOMENKLATUR PERANGKAT .
5 “DAERAH i

NO URUSAN KODE ORGANISASI © =

UPT Pengawasan cian Sertlﬁkam

Benih oo s s e

UPT Perimdungan ’I‘anaman -

|Pangan dan Hortikultura

UPT Pembenlhan Tanaman

Pangan . -

UPT Balai Bemh Induk

|Hortikultura: . .

UPT Pend1dzkan dan Pelatzhan

Pertanian .= .- : '

DINAS PE‘RKEBUNAN PROVINSI 15

3-27 | 0-00 | 0-00 | 02 gatRag e

3-27 | 0-00 | 0-00 02 | 0000 |Dinas Perkebunan .

327 | 0-00 | 0:00| 02 | ooo1 UPT Pengawasan dan SertlﬁkaSL
Benih Perkebunan -

DINAS TANAMAN PANGAN DAN

3-27 1 0-00 ] 0-00 | 01 | o001

3-27 | 0-00 | 0-00 | Ol 0002

3-27 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0003

3-27 | 0-00 ] 0-00 | 01 0004

3-27 | 0-00 | 0-00 01 | 0005

3-27 | 000 | 0-00 | O3 HORTIKULTURA PROVINSI
~ |Dinas ’I‘anaman Pangan dan
3-27 | 0-00 | 0-00 R
|03 . 0000 Hortikultura: @ o0 :
327 | 0-00 | 000 | 03 | Gool: gP’I‘ Ifengawasan dan Sert;ﬁkasz i '
_ . 1Beni S fEn oIl

UPT Perhndungan ’I‘ana.man .

8-27 | 0-00 1 0-00 ) 03 000_2 Pangan dan Hortikultura :'-'__3:. aals

327 | 0.00| 0.00! 03 | oooz |YPT Pembemhgn Tanaman |
Pangan a0 Sk
.| DINAS PERKEBUNAN DAN
3-27 | 0-00 | 0-00 | 04 o PE'PERNAKAN PROVINSI '
3-27 | 0-00 | 0-00 04 OOOO Dmas Perkebunan cian Peternakan'

3-27 | 0-00 ] 0-00| 04 .| 0001 UPT Pengawasan dan Se;‘ﬁﬁkasz
| o IBenih Perkebunan o
- |UPT Pelayanan Kesehatan Hew
3-27 | 0-00 | 0-00 | 04 | 0002 |Kesehatan Masyaraka -Veteri ST
: S ~ldan Klinik Hewan 0
: . | DINASPANGAN PERTERNAKA
2-09 | 3.27 1 0-00{ O o DAN KESEHATAN HE
: .- ~|PROVINSI KALBAR
2.09 | 3.97 | 0.00 | o1 OOOO Dinas Pangan, Petemgi{an dan’
. L " |Kesehatan Héwan il
- |UPT Pelayanan Kesehatan Hewan sy
2-09 | 3-27 | 0-00 | 01 .| 0001 |Kesehatan Masyarakat Vetermer
' . {dan Klinik Hewan . Sl
200 | 3-97 | 0.00 ' o1 | o002 |UPT Pembibitan’ Temak'-Dan
. 7 |Pakan Ternak ' :

328 |Kehutanan T |DmAS] LINGKUNGAN HIDUP DAN'
2-11 - - - . o .
3 .28 0-00 01 | - IKEHUTANAN PROVINSI KALBAR
2-11 | 3-28 | 000 | 01 | 0006" Dinas ngkungan Hiciup cian
i __|Kehutanan
a1 1 wani UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan

2-11 1 3-28 [.0-00 |. :
. -_OI 0001 Wﬁayah Sambas S

o JUPT Késatuan: Pengeloaan Hutan
2-11 1 3-28 | 0-00 1.
O. B 0002._ Wﬂavah Bengkayanﬁ

KARD HUKUM |~ PERANGKAT DAERAH RSBTEN T | o SERBA ol il
| PEMRAKARSA

b pad W £

o




NOMENKLATURPERANGKAT o

- GANISASI
NO URUSAN KODE ORGANIS o DAERAH

UPT Kesatuan Pengeioaan Hutan' BE

Wilayah Mempawah © .
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Landak = .

UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Kubu Raya

UPT Kesatuan Pengeloman Hutan
Wilayah Melawi

UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Kayong

UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan
Wilayah Ketapang Utara '_ L
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan .
Wilayah Ketapang Selatan. =
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan :
Wilayah Sekadat . N
UPT Kesafuan Pengeioaan Hutan :
Wilayah Sanggat Barat
JUPT Kesatuan' Pengeﬁoaan Hutan
Wilayah Sanggatl Timur 0 ) o o
UPT Kesatuan Petigeloaan Hutan"_-;" HE
Wilayah ‘Sintang Timur: SR IR
UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan S
Wilayah Sintang Utara:.~ |
UPT Kesatuan Pengelodan’ Hutan
| Wilayah Kapuas Hulu Utara
UPT Kesatuan Perigeloaan Hutan"-_'_
Wilayah Kapuas Hulu Timur: -0
UPT Kesatuati Pengeloaan” Hutanf.- FE R
Wilayah Kapuas Hulu Selatan

2-11 | 328 | 0-00 | 01 | 0003

2-11 | 3-28 | 0-00 01 o004

2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0005

2-11 | 328 | 000 01 0006

2-11 1 3-28 | 0-00 01 0007

2-11 1 3-28 | 0-00 01 0008

2-11 { 3-28 | 0-00 01 0009

2-11 | 3-28 | 0-00 01 0010

2-11 | 3-28 { 0-00 | 01 | 0011

2-11 | 3-28 | 0-00 01 0012

2-11 | 3-28 | 0-00 01 0013

2-11 | 3-28 | 0-00 01 | 0014

2-11 | 3-28 1. 0-00 0l § 0015

2-11 | 3-28 | 0-00| 01 | o016

2-11 | 3-28 | 0-00 | 01 | 0017

3-29 j{Energi dan Sumber B - {DINAS ENERGI DAN SUMBER
Daya Mineral 3-29 | 0-00 | 0-00 | 01 e BAYA MINERAL PROVINSI
 |KALBAR S :
3.29 | 0:00| 0.00| o1 | o0ooo: Dinas’ Energ1 dan Sumber Daya RESET
Mineral . B

~ |pINaAs PERENDUS’I‘RIAN S
- |PERDAGANGAN, ENERGIDAN
T SUMBER DAYA MINERAL
* | P'ROVINSI KALBAR o
Dinas Perindustrian, Pezdagangan
3-29 | 3-30 | 3-31 | 01 | 0000 Energx dan Sumber Daya Mmeral

329 3-30 | 3-31 | 01

3-30 |[Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN EEA R
: PERDAGANGAN,ENERGIDAN -
8-29 | 8-30 | 3-31 01 |SUMBER DAYA M:NERAL
- IPROVINSI KALBAR = A
Dinas Perindustrian, Perdagangan, i
3-29 | 3-30 | 3-31 01 | 0000 Energz dan Sumber Daya Mmerai

3.99 | 3.30 | 3-31 o1 0001 UPT Pengupan dan Sertzﬁkasz
o |Mutu Barang o

- |DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3-31 | 330 | 0-00 | 01 s PERDAGANGAN PROVINSI ;
Dinas Permdustrlan dan S
Perdagangan G
upPT Pengu;xan dan Sertzﬁkasz
Mutu Barang EARIE

3.31 | 3-30 1 0-00| o1 | 0000

3-31 | 3-30 | 0-00 01 0002
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3.31 |Perindustrian DINAS PERINDUSTRIAN. |
PERDAGANGAN, ENERGI DAN

8-29 | 3-30 | 331 o1 SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI KALBAR -

Dinas Perindustrian, Pérdagangan,
3-29 | 3-30 | 3-31 01 | 0000 [Energi dan Sumber Daya Mineral

DINAS PERiNDUSTRIAN DAN
3-31 | 3-30 | 0-00 o1 PERDAGANGAN - PROVINSI
KALBAR

Dinas Permdustr}an Dan

3-81 ] 3-30 1 000 ol 0000 Perdagangan Provinsi Kalbar - -

3.31 | 3.30 | 0.00 | o1 | ooo1 |PFT Industri Pangan Olahan dan
Kemasan -

3.32 |Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN
2.07 | 3-32 | 0-00 | 01 TRANSMIGRASI PROVINST
KALBAR

Dinas Tenaga i(er ja dan

2-07 | 3-32 } 0-00 | 01 | 0000 . .
Transmigrasi

UNSUR PENDUKUNG

4-1 |Sekretariat Daerah B SEKRETARIAT DAERAH
4-01 | 2-10 | 0-00 | oO1 PROVINSI KALBAR '

4.01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0000 |Sekretariat Daerah °

4.01 | 2-10 | 0-00 01 0001 [Biro Pemerintahan

4-01 1 2-10 | 0-00 01 0002 |Biro Hukum - -

4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0003 |Biro Kesejahteraan Ralkyat ..

4.01 | 2-10 | 0-00 01 0004 |Biro Perekonomian ™

4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0005 |Biro Administrasi Pembangunan

4-01 | 2-10 | 0-00 01 0006 |Biro Organisasi -

4-01 | 2-10 | 0-00 01 0007 |Biro Umum

4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0008 |Biro Pengadaan Barang Dan Jasa :

4-01 | 2-10 | 0-00 | 01 | 0009 |Biro Administrasi:Pimpinan

42 |Sekretariat DPRD | SEKRETARIAT DPRD. PROVINSI s
4-02 | 0-00 | 0-00 01 " IRALBAR B o S

302 1 000 | 0.00 | 01 ooob Sekretamat -DPRIZ)-

UNSUR PENUNJANG -

5-1 |Perencanaan — BADAN PEREN’CANAAN S
5.01 | 0-00 | 0-00 | 01 PEMBANGUNAN DAERAH el
PROVINSI KALBAR

5-01 | 0-00 | 0-00 01 OOOQ Daerah

BADAN KEﬁANGAN DaAN ASET
| DAERAH PROVINSI KALBAR -

5-2 [Keuangan 502 | 000} 000! 01

Badan Perencanaan Pembangunaﬁ B

5-02 | 0-00 | 0-00 01 | 0000 |Badan Keuangan DanAset: Daeraﬁ

5.02 | 0.00 | 0-00 02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALBAR :

5-02 { 0-00 | 0-00 | 02 | 0000 |Badan Pendapatan Daerah'_-'- S

UPT Peldyanan Pendapatan

5-02 1 0-00 | 0-00 | 02 | 0001 Daerah Pontianak Wila'yéh'l 3

UPT Pelayanan Pendapatan’ -

5-02 | O- - )
0-0011 0-00 102 1 0002 Daerah Wilayah Singkawang

UPT Pelayanan Pendapatan ...

5-02 1 0-00 | 0-00 7 02 | 0003 Daerah Wilayah Mempawah 3

UPT Pelayanan Pendapatan - - . =5

5-02 | O- -
0-00 | 0-00 | 02 | 0004 | - Wilayah Sanggau

5.02 | 0-00 | 0-00 o2 | 0005 UPT Pelayanan Pendapatang

Daerah- Wﬂayah Smtang

PEMRAKARSA
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o
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UPT Pelayanan Pendapatan =
5-02/| 0-00 | 0-00 | 02 | 0006 Daerah Wilayah Putusibau
UPT Pelayanan Pendapatan
502 | 0-00 1 0-00 | 02 | 0007 Daerah Wilayah Ketapang
5-3 |Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
503 0-00] 000 | 01 PROVINSI KALBAR -
5-03 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 {Badan Kepegawaian Daerah
5-4 |Pendidikan dan BADAN PENGEMBANGAN
Pelatihan 504 | 000 ] 0-00 | 01 SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINISI KALBAR
Badan Pengembangan Sumber
5-04 | 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 Daya Manusia o
5-5 |Penelitian dan BADAN PENELITIAN DAN
Pengembangan 5-05 | 0-00 | 0-0G0 01 PENGEMBANGAN PROVINSI
KALBAR .
5-05 | 0-00 | 0-00 o1 0000 Badan Penelitian dan
Pengembangan . .
5-6 |Penghubung BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
506 | 0-00 | 0-00| O1 KALBAR =
S5-06 |1 0-00 | 0-00 | 01 | 0000 |Badan Penghubung _
5-7 |Pengelolaan BADAN PENGELOLA -
Perbatasan 5-07 | 0-00 | 0-00 0l PERBATASAN DAERAH
Daerah PROVINSI KALBAR = °
Badan Pengelola - Perbatasan
-07 -00 -
5 0 0-00 ] 01 | 0000 Daerah Prownm I{albar
UNSUR PENGAWASAN e
6-1 |Inspektorat INSPEKTORAT PROVINSI
6-01 | 0-00 | 000 | 01 KALBAR _ e
6-01 | 0-00 | 0-00 | 01 | Q00O InSpektorat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM » R R
8-1 |Kesatuan Bangsa dan BADAN KESATUAN BANGSA DAN R

Politik

8-01 | 0-00 | 0-00 | 01 POLITIK PROVINSI KALBAR

8.01 | 0-00 | 0-00 | 01 | oogo |Badan: Kesatuan Bangsa dan R
Politilk . e

¥GUEBRNUR KALIMANTAN BARAT, &
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